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This research was qualitative research that presents the result of critical discourse 
analysis of DKI Jakarta Gubernatorial Election Final Debate on 2017. This research 
applied Norman Fairclough’s critical discourse analysis as the major theory. The 
results are as follows. (1) The language form that represented ideology and power in 
DKI Jakarta governor candidates’ speeches are classification schemes, dominant 
words, metaphor, transitivity, active-passive sentences, and positive-negative 
sentences. Relation and power expressed in euphemism, formality and informality 
words, modality, and pronouns. Negative-positive evaluations and expressive modality 
used to represented social identity. Domination, power, and ideology expressed in 
interruption, enforcing explicitness, and formulation. (2) Interpretation process in 
DKI Jakarta governor candidates’ speeches contextually shown the events of what 
happened, who was involved, what relationship that the participants have, and the 
role of language. Discourse, texts, or events that occurred before the final debate and 
influenced the DKI Jakarta governor candidates’ speeches represented in 
interpretation of intertextual context. (3) Explanation process in DKI Jakarta 
Gubernatorial Election Final Debate explained the change of situation, institution, 
and social during the debate and after the debate.  




Sebagai bentuk perilaku sosial, bahasa 
berkaitan dengan ideologi dan kuasa 
(Fairclough, 1989). Keduanya dapat dijumpai 
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada 
interaksi atasan dan bawahan, dokter dan 
pasien, polisi dan tersangka, politikus dan 
masyarakat, bahkan pada interaksi guru dan 
murid. Meskipun terkesan negatif, ideologi 
dan kuasa seringkali tidak disadari.  
Ideologi dan kuasa paling dominan 
terdapat dalam bahasa politik (van Dijk, 
2004). Bahasa politik dirangkai sedemikian 
rupa untuk memasukkan pemikiran politik, 
ekonomi, dan sosial tertentu. Dalam politik, 
bahasa memiliki peran yang sangat penting 
karena setiap tindakan politik dipersiapkan, 
dipengaruhi, dan diperankan oleh bahasa. 
Dengan demikian, bahasa politik menjadi 
sumber yang kaya akan ideologi maupun 
kuasa penuturnya. 
Kesadaran tentang kehadiran ideologi 
dan kuasa harus menjadi perhatian 
masyarakat (Fairclough, 1989). Kesadaran 
terhadap dominasi dalam bahasa akan 
membuat seseorang menjadi kritis dalam 
menilai unsur eksploitatif dalam bahasa 
seseorang. Hal ini karena bahasa membawa 
perubahan pada pengetahuan, kepercayaan, 
sikap, serta nilai-nilai yang dianut 
masyarakat. Dengan adanya kesadaran 
tersebut, seseorang dapat menentukan citra 
yang ditunjukkan dari pilihan kata seseorang, 
baik itu citra positif atau citra negatif.  
Untuk mengungkap ideologi maupun 
kuasa dalam bahasa, dipergunakanlah analisis 
wacana kritis. Analisis wacana kritis 
mengungkap hubungan kekuasaan dan proses 
ideologis yang terdapat dalam kaidah bahasa 
dan praktik bahasa. Makna “kritis” dalam 
analisis wacana kritis berfungsi untuk 
menjawab pertanyaan “mengapa” suatu 
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bentuk kebahasaan dipilih oleh penutur. 
Analisis wacana kritis menggunakan label 
“kritis” sebagai cara pandangnya, sedangkan 
studi bahasa lain menggunakan cara pandang 
“deskriptif” (Santoso, 2012). Cara pandang 
“kritis” membuat penganalisis dapat 
mengungkap alasan-alasan menggunakan 
aspek kebahasaan tertentu, konteks yang 
memunculkan fitur-fitur bahasa tertentu, serta 
efek yang ditimbulkan dari penggunaan fitur-
fitur bahasa tertentu. 
Penganalisis yang fokus pada fitur-fitur 
mikrolinguistik, fitur-fitur makrolinguistik, 
tekstual, fitur-fitur diskursif atau kontekstual, 
baik itu sudut pandangnya secara filosofis, 
sosiologis, atau sejarah, semuanya 
bereferensi pada tata bahasa fungsional 
sistematik (systemic functional grammar) 
milik Halliday (Wodak, 2011). Menurut 
Halliday (2004), bahasa itu tidak berisi 
kalimat-kalimat, tetapi bahasa itu berisi teks 
atau wacana, yakni pertukaran makna 
(exchange of meaning) dalam konteks 
interpersonal. Dengan demikian, mengkaji 
bahasa hakikatnya mengkaji teks atau 
wacana. 
Berkaitan dengan objek penelitian, 
peneliti menganalisis wacana debat. Debat 
adalah satu di antara bentuk bahasa politik. 
Debat dapat mengungkapkan sudut pandang 
para pedebat mengenai suatu permasalahan 
yang didukung oleh fakta dan data. Debat 
juga menjadi sarana bagi pedebat untuk 
menunjukkan kelihaian berargumentasi 
sebagai bahan penilaian publik. Agar 
berkaitan dengan tema politik, peneliti 
memfokuskan pada debat pemilihan kepala 
daerah.  
Satu di antara bentuk debat politik yang 
menarik perhatian peneliti adalah Debat 
Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Debat 
Pilkada DKI Jakarta yang resmi diadakan 
oleh Komisi Pemilihan Umum dibagi 
menjadi dua putaran, yaitu putaran pertama 
dan putaran kedua. Debat putaran pertama 
diselenggarakan selama tiga kali, yaitu pada 
tanggal 13 Januari 2017, 27 Januari 2017, 
dan 10 Februari 2017, sedangkan debat di 
putaran kedua hanya diselenggarakan selama 
satu kali, yaitu pada  12 April 2017.  
Ketertarikan peneliti terhadap Pilkada 
DKI Jakarta 2017 dikarenakan banyaknya 
unsur politik identitas yang melatarbelakangi 
pilkada ini. Sri Yanuarti (Kompas, 3 Mei 
2017), peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), menyatakan bahwa isu 
politik identitas kerap digunakan oleh calon 
selama Pilkada DKI Jakarta 2017 dan 
menimbulkan persoalan yang besar. Selain 
itu, antusiasme masyarakat terhadap Pilkada 
DKI Jakarta sangatlah tinggi bahkan hingga 
tingkat nasional (detik.com, 19 April 2017).  
Peneliti fokus pada tuturan kedua pasang 
calon gubernur, yaitu Basuki Tjahaja 
Purnama dan Anies Rasyid Baswedan. Kedua 
calon gubernur DKI Jakarta memiliki rekam 
jejak kepemimpinan yang berpengalaman. 
Basuki Tjahaja Purnama adalah petahana 
Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Anies 
Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Indonesia. Pengalaman 
politik kedua calon  menjadikan keduanya 
bertarung sama kuat dengan mengusung 
konsep kampanye yang menarik. Kedua 
calon juga menggunakan gaya berbahasa 
masing-masing untuk komunikasi politik 
yang bertujuan menarik simpati para pemilih. 
Keterkaitan tema analisis wacana kritis 
dalam pembelajaran terdapat pada materi 
debat yang diajarkan pada kelas X. Adapun 
kompetensi yang berkaitan yaitu pada 
kompetensi inti 3 dan kompetensi dasar 3.13. 
Kompetensi Inti 3 berisi tentang 
“Memahami, menerapkan, menganalisis 
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah”. Kompetensi dasar 
3.13 berisi tentang “Menganalisis  isi debat 
(permasalahan/ isu, sudut pandang dan 
argumen beberapa  pihak, dan simpulan)”. 
Selain berkaitan dengan materi pembelajaran 
di SMA, materi analisis wacana kritis juga 
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dapat menjadi bahan perkuliahan pada mata 
kuliah Analisis Wacana di perguruan tinggi.  
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif. Data 
yang dikumpulkan dalam metode deskripstif 
berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-
angka (Moleong, 2012). Data-data yang 
dikumpulkan pada penelitian ini berupa 
kutipan kata, frasa, klausa, dan kalimat.  
Bentuk penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat 
analisis induktif. Relevansi sifat tersebut 
pada penelitian ini terletak pada 
pengumpulan data. Data yang dikumpulkan 
berupa kutipan kata, frasa, klausa, dan 
kalimat yang mengandung ideologi dan 
kuasa.   
Sumber data penelitian ini adalah 
tuturan kedua calon Gubernur DKI Jakarta 
tahun 2017 dalam transkrip video Debat 
Publik Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran 
kedua, yaitu Basuki Thahaja Purnama yang 
disingkat menjadi BTP dan Anies Baswedan 
yang disingkat menjadi AB. Data dalam 
penelitian ini adalah kutipan-kutipan berupa 
kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam tuturan 
kedua calon Gubernur DKI Jakarta tahun 
2017 dalam transkrip video Debat Publik 
Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.  
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
dokumenter. Peneliti menelaah transkrip 
video debat dan mengumpulkan kata, frasa, 
klausa, dan kalimat yang mengandung 
ideologi dan kuasa. 
Analisis data menggunakan teori analisis 
wacana kritis Norman Fairclough yang 
meliputi tahap deskripsi, tahap interpretasi, 
dan tahap eksplanasi. Tahap deksripsi 
mendeskripsikan secara kritis aspek-aspek 
bahasa berupa kosakata, gramatika, dan 
struktur teks yang terdapat pada tuturan 
kedua calon gubernur DKI Jakarta. Tahap 
interpretasi data yaitu mengaitkan hasil 
deskripsi aspek-aspek bahasa dengan konteks 
situasional dan intertekstual. Tahap 
eksplanasi yaitu menghubungkan produksi 
dan konsumsi tuturan kedua calon gubernur 
DKI Jakarta pada tiga level yaitu level sosial, 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Peneliti melakukan tiga tahap dalam 
analisis data. Pertama, peneliti 
mendeskripsikan aspek-aspek bahasa berupa 
kosakata, gramatika, dan struktur teks yang 
terdapat pada tuturan kedua calon Gubernur 
Jakarta Jakarta. Kedua, peneliti 
menginterpretasi data baik secara teks 
maupun konteks. Ketiga, peneliti 
mengeksplanasi hubungan produksi dan 
konsumsi tuturan kedua calon Gubernur 
Jakarta pada tiga level yaitu level sosial, level 
institusional, dan level situasional. 
Wujud aspek bahasa yang mengandung 
ideologi dan kuasa adalah pola klasifikasi 
kosakata, kata dominan, metafora, 
transitivitas, kalimat aktif-pasif, dan kalimat 
positif-negatif. Relasi dan kuasa dapat 
ditemukan pada ekspresif eufemistik, pilihan 
kata formal-informal, modalitas, dan 
pronomina. Kedua calon gubernur 
menggunakan evaluasi positif-negatif dan 
modalitas ekspresif untuk menunjukkan 
identitas sosialnya. Pada bagian struktur teks, 
kedua calon gubernur menunjukkan 
dominasi, kuasa, dan ideologi mereka melalui 




Analisis pada tahap deskripsi berupa 
identifikasi dan pemberian “label” pada 
aspek-aspek kebahasaan. Analisis dilakukan 
dengan memperhatikan nilai pengalaman 
(eksperensial), nilai relasional, dan nilai 
ekspresif. Nilai pengalaman berisi petunjuk 
tentang pengetahuan serta hal-hal yang 
dipercayai penutur; nilai relasional berisi 
petunjuk tentang relasi-relasi dan hubungan-
hubungan sosial antarpenutur atau penutur 
dengan subjek lainnya; dan nilai ekspresif 




Dalam aspek kosakata, nilai pengalaman 
kosakata terdapat pada pola klasifikasi 
kosakata, kata-kata dominan, dan metafora. 
Pola klasifikasi kosakata yang digunakan 
BTP terwujud pada penggunaan kata 
menawarkan, mendorong, menggratiskan, 
dan menghormati. Ideologi yang muncul dari 
pola kosakata ini adalah bersifat positif dan 
persuasif. Pola klasifikasi kosakata yang 
digunakan AB antara lain transparansi, 
saling menghormati, dan menegosiasikan. 
Ideologi yang muncul bersifat positif dengan 
menonjolkan citra ideal seorang gubernur di 
mata AB. 
Kata-kata dominan yang digunakan BTP 
antara lain sebenarnya/sebetulnya dan justru. 
Penggunaan kata-kata dominan dalam tuturan 
BTP bertujuan untuk mengklarifikasi 
penilaian publik tentang kebijakannya dan 
menegaskan kebenaran dalam setiap tindakan 
yang dilakukan. Kata-kata dominan dalam 
tuturan AB antara lain memastikan/pastikan 
dan yang tidak kalah penting. 
Penggunaannya bertujuan untuk menegaskan 
langkah-langkah kerja yang akan 
dilakukannya dan menegaskan kedudukan 
masyarakat sebagai bagian penting dalam 
penyusunan kebijakan. 
Wujud metafora hanya ditemukan pada 
tuturan AB. Bentuk kosakatanya berupa bom 
waktu dan darurat. Penggunaan metafora 
dalam tuturan AB bertujuan untuk 
menegaskan bahwa hal yang dibandingkan 
adalah hal penting yang patut menjadi 
perhatian pemerintah. 
Nilai relasional berkaitan dengan relasi-
relasi dan hubungan-hubungan sosial. Bentuk 
kosakata yang memuat nilai relasional yaitu 
ekspresi eufemistik, pilhan kata-kata formal, 
dan pilihan kata-kata informal. Ekspresi 
eufemistik yang digunakan BTP adalah 
kepentingan dan kontribusi. Penggunaan 
kedua bentuk kosakata ini bertujuan untuk 
menghaluskan makna dan menciptakan relasi 
positif dengan pihak luar seperti DPRD dan 
masyarakat. Ekspresi eufemistik yang 
digunakan AB adalah menata dan profesi. 
Tujuan penggunaannya untuk menghaluskan 
makna dan menunjukkan relasi positf antara 
dirinya dengan pihak luar yaitu masyarakat. 
Wujud kata-kata formal yang digunakan 
BTP adalah transparansi, kontribusi, dan 
retorika. Relasi sosial yang ditunjukkan 
adalah untuk tidak memperlebar jarak anara 
pemahaman dirinya dan pemahaman 
masyarakat terhadap suatu permasalahan. 
Wujud kata-kata formal yang digunakan AB 
adalah aspirasi, civil society, dan private 
sector. Relasi sosial yang ditunjukkan adalah 
untuk menunjukkan kesan formal dan 
prestise diri. 
Wujud kata-kata informal yang 
dituturkan BTP antara lain temen-temen, 
pengen, utang, dan urusin. Relasi sosial yang 
ditunjukkan adalah mempermudah penyimak 
yang mayoritas berasal dari masyarakat 
menengah ke bawah untuk memahami 
kosakata yang dituturkan. Wujud kata-kata 
informal yang dituturkan AB adalah inggih, 
matur nuwun, dan nuwun sewu. Relasi sosial 
yang ditunjukkan adalah menunjukkan kesan 
akrab kepada penanya dan menunjukkan 
sikap sopan santun kepada lawan bicara. 
Nilai ekspresif berkaitan dengan subjek 
dan identitas sosial. Bentuk kosakata yang 
memuat nilai ekspresif adalah evaluasi positif 
dan evaluasi negatif. Evaluasi positif dan 
evaluasi negatif mencirikan ideologi yang 
dianut oleh penutur tersebut dan dicirikan 
dalam kata-kata.  
Bentuk evaluasi positif yang digunakan 
BTP adalah gencar memaksa, membebaskan 
BPTHB, semurah mungkin, membuat 
tranparansi, dan tidak terima suap dan tidak 
berpihak. Bentuk evaluasi negatif yang 
dituturkan BTP adalah kontraktor yang 
maling itu dan mengalihkan lahan reklamasi. 
Ideologi yang muncul dari penggunaan 
kosakata ini adalah penegasan posisi BTP 
sebagai gubernur yang memahami 
permasalahan di masyarakat dan menegaskan 
bahwa AB sebagai lawan politiknya tidak 
tegas dalam menentukan sikap dalam 
menghadapi reklamasi.  
Evaluasi positif yang dituturkan AB 
antara lain transparansi, komunikasi, 
bicarakan dengan baik-baik, membangun 
persatuan, dan sebagai bagian dari tanggung 
jawab moral. Evaluasi negatif yang 
dituturkan AB antara lain tanpa 
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merendahkan dan penderitaan dimulai. 
Ideologi yang ditonjolkan melalui 
penggunaan kosakata ini adalah untuk 
membandingkan citra positif AB dengan citra 
negatif BTP, menunjukkan komitmen AB 
jika terpilih sebagai gubernur, dan 
menegaskan bahwa kebijakan BTP lebih 
banyak menyulitkan masyarakat dibanding 
menyejahterakan.  
Nilai pengalaman dalam aspek 
gramatika yang digunakan BTP dan AB 
terdapat pada kalimat transitif, kalimat aktif 
dan pasif, serta kalimat positif dan negatif. 
Kalimat transitif yang dituturkan BTP yaitu 
“Tidak mungkin kita belanja suatu 
barang yang tidak berguna untuk 
masyarakat.” 
Ideologi yang muncul dari kalimat transitif 
adalah program yang dibuat BTP 
diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyat 
kecil.  
Kalimat transitif yang dituturkan AB 
sebagai berikut. 
“Kami justru nanti akan mendekati 
DPRD dengan rasa hormat, bicarakan 
dengan baik-baik.” 
Ideologi yang terwujud adalah pemimpin 
yang ideal bagi AB adalah pemimpin yang 
merangkul semua kalangan baik itu kalangan 
elit politik maupun rakyat kecil. 
Dalam tuturannya, BTP lebih banyak 
menggunakan kalimat aktif. Contoh kalimat 
aktif yang dituturkan sebagai berikut. 
“Bagi kami sebetulnya tidak terlalu susah 
karena kami mengalami sendiri kejadian 
tahun 2015.” 
Ideologi yang ditunjukkan dari penggunaan 
kalimat ini adalah bahwa BTP beserta 
jajarannya mengetahui secara pasti 
permasalahan yang terjadi di masyarakat dan 
tidak menutup mata atas masalah-masalah 
tersebut. 
Kalimat aktif yang dituturkan AB 
sebagai berikut. 
“Gubernur ini pemimpinnya rakyat.” 
Ideologi yang ditunjukkan adalah AB 
menganggap gubernur bukan hanya jabatan 
politis, tetapi jabatan yang berpengaruh besar 
terhadap kesejahteraan warga Jakarta. 
Kalimat negatif yang dituturkan BTP 
yaitu “Tidak mungkin, kita belanja sesuatu 
barang yang tidak berguna untuk 
masyarakat.” (d.9 k.8) dan kalimat positif 
yang dituturkan BTP adalah “Sekarang para 
marbot, yang tinggal di rumah susun, anak-
anak, semua sudah gratis.” (d.52 k.10). 
Ideologi atau cara pandang yang ditunjukkan 
dalam kalimat negatif BTP adalah 
mengklarifikasi, menegaskan tujuan 
melakukan suatu tindakan, dan menunjukkan 
kelemahan lawannya.  
Kalimat negatif yang dituturkan AB 
yaitu  
“Kami tidak membicarakan 
membangun rumah, kami membicarakan 
pembiayaannya.”  
Kalimat positif yang dituturkan AB adalah 
“Solusinya adalah manajemen yang 
lebih baik, peningkatan kesejahteraan, 
dan punya rumah sendiri.”  
Ideologi yang ditunjukkan pada kalimat 
negatif yang dituturkan adalah menunjukkan 
kelemahan lawannya, menunjukkan citra 
positif dirinya, dan membandingkan solusi 
yang ditawarkan. Kalimat positif yang 
dituturkan memuat cara pandang AB yang 
menguntungkan pihaknya dan melemahkan 
pihak lawan. 
Nilai relasional gramatika berhubungan 
dengan cara gramatika mengodekan isyarat 
relasi hubungan sosial timbal balik yang 
diperlukan penghasil teks. Aspek bahasa 
yang dikaji dalam nilai ini adalah modalitas 
dan pronomina. 
Modalitas berkaitan dengan otoritas 
pembicara/penulis. Modalitas yang 
digunakan BTP antara lain modalitas 
epistemik, modalitas intensional, dan 
modalitas dinamik. Modalitas epistemik 
terdapat pada kalimat  
“Memang harus kita akui, beberapa 
rusun yang dibangun dengan kontraktor 
yang maling itu berakibat seperti itu.”  
Modalitas intensional yang dituturkan BTP 
yaitu  
“Kami ingin semua aset Bapak Ibu 




Relasi yang ditunjukkan yaitu menegaskan 
kebijakannya ditujukan untuk kebaikan 
masyarakat Jakarta dan menunjukkan 
kuasanya sebagai pemimpin yang dapat 
memerintah dan merealisasikan kebijakan-
kebijakan. 
Modalitas yang digunakan AB yaitu 
modalitas intensional dan modalitas 
epistemik.  Modalitas intensional terdapat 
pada kalimat  
“Karena itu kenapa kami ingin hadir, 
memimpinnya dengan hati karena 
problem yang seperti ini.” 
Modalitas epistemik terdapat pada kalimat  
“Yang ketiga, di dalam proses 
penyusunannya, ... dan di dalam kita 
menegosiasikan konten dari RAPBD, kita 
harus bisa menunjukkan di mana letak 
kepentingan warga dan komunikasikan 
dengan warga dengan sebaik-baiknya.”  
Relasi yang ditunjukkan pada tuturan ini 
yaitu menyatakan visi misi dan harapan-
harapannya ketika terpilih sebagai gubernur; 
menunjukkan cara pandangnya terhadap 
sikap yang layak yang harus dimiliki seorang 
gubernur; dan menarik simpati masyarakat 
dengan menggunakan pilihan kata yang 
berkonotasi positif. 
Pronomina yang dianalisis mencakup 
pronomina persona pertama, kedua, dan 
ketiga. Pronomina persona pertama dapat 
bersifat inklusif (pronomina yang mewakili 
orang yang statusnya lebih tinggi dengan 
orang lain yang statusnya lebih rendah) dan 
eksklusif (pronomina yang hanya digunakan 
untuk menggantikan penuturnya).  
Pronomina yang digunakan BTP antara 
lain pronomina persona pertama yaitu kami 
(eksklusif), kita (eksklusif dan inklusif), dan 
saya (eksklusif), persona kedua berupa Anda, 
dan persona ketiga berupa dia dan mereka. 
Relasi yang ditunjukkan melalui penggunaan 
pronomina ini adalah untuk menunjukkan 
adanya rasa ingin diakui masyarakat, adanya 
pengakuan kerja tim, memperlebar jarak 
antara BTP dan masyarakat, dan 
menunjukkan kesan akrab. 
Pronomina persona pertama yang 
digunakan AB antara lain kita (eksklusif dan 
inklusif), saya (eksklusif), dan kami 
(eksklusif); persona kedua berupa Anda; dan 
persona ketiga berupa mereka. Relasi yang 
ditunjukkan adalah menunjukkan dirinya 
sebagai bagian dari masyarakat, 
menunjukkan pola pandangnya dalam 
mengatasi masalah di Jakarta, dan 
membentuk jarak antara dirinya dengan mitra 
tutur. 
Nilai ekspresif dalam gramatika termuat 
dalam modalitas ekspresif. Modalitas 
ekspresif modalitas yang digunakan untuk 
menunjukkan otoritas penghasil teks yang 
berkenaan dengan kebenaran atau 
kemungkinan representasi realitas. Bentuk 
modalitas ekspresif yang dituturkan BTP 
yaitu  
“Tidak mungkin kita belanja sesuatu 
barang yang tidak berguna untuk 
masyarakat.”  (ketidakmungkinan)  
“Memang harus kita akui, beberapa 
rusun yang dibangun dengan kontraktor 
maling itu berakibat seperti itu.” 
(kewajiban).  
Identitas sosial yang ditunjukkan berupa BTP 
sebagai pengelola anggaran menggunakan 
anggaran untuk kepentingan masyarakat; 
BTP mengakui kesalahan pemerintahan 
sebelumnya menjabat dan kesalahan yang 
dilakukan di masa pemerintahannya; dan 
BTP menunjukkan perannya sebagai 
penguasa.   
Modalitas ekspresif dalam tuturan AB 
antara lain pada kalimat  
“Yang ketiga, di dalam proses 
penyusunannya, ... kita harus bisa 
menunjukkan di mana letak kepentingan 
warga ....” (kewajiban)  
“Seperti Bapak-Bapak ini, 
kesejahteraannya harus terjamin.” 
(kewajiban).  
Identitas sosial yang ditunjukkan berupa 
gubernur bukan hanya sebagai jabatan, tetapi 
sebagai pengayom masyarakat; gubernur 
tidak hanya dipandang sebagai pemimpin 
sebuah birokrasi, tetapi pemimpin yang dapat 
mengayomi semua pihak termasuk pihak 
swasta. Ketegasan yang dimiliki gubernur 
tidak hanya ditunjukkan pada anak buahnya, 
tetapi juga pihak-pihak di luar birokrasi yang 
bekerja sama dengan pemerintah. 
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Tahap deskripsi pada level teks 
dijabarkan pada dua hal yaitu kesepakatan 
interaksi (interactional conventions) dan 
struktur teks (text structures). Peneliti 
memfokuskan analisis pada bagian 
kesepakatan interaksi karena sumber data 
berupa tuturan kedua calon gubernur DKI 
Jakarta tahun 2017. Selain itu, bentuk teks 
juga berupa dialog sehingga lebih 
memungkinkan apabila fokus analisis pada 
bagian kesepakatan interaksi. 
Kesepakatan interaksi dijabarkan dalam 
dua bagian, yaitu gilir tutur dan 
pengendalian kontribusi partisipan. 
Penjelasan mengenai kedua bagian ini adalah 
sebagai berikut. 
Gilir tutur pada debat Pilkada DKI 
Jakarta putaran kedua berlangsung seimbang. 
Kedua partisipan yaitu calon gubernur DKI 
Jakarta mendapat porsi yang sama untuk 
menanggapi dan bertanya. Hal ini 
dikarenakan debat dipimpin oleh moderator. 
Total keseluruhan dialog dalam debat 
Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah 207 
pernyataan. Partisipan yang terlibat yaitu 
moderator, kedua calon gubernur, kedua 
calon wakil gubernur, dan perwakilan 
komunitas. Dari total tersebut, baik BTP 
maupun AB berdialog sebanyak 23 kali. 
Dialog kedua calon gubernur tersebut berisi 
tanggapan (ya/tidak), jawaban pertanyaan 
dari perwakilan komunitas/panelis, dan 
pertanyaan pada lawan debat. Berdasarkan 
pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa 
kedua partisipan yaitu BTP dan AB memiliki 
porsi berbicara yang setara. 
Pengendalian kontribusi partisipan 
berkenaan dengan peran penutur dalam 
dialog, baik sebagai penutur yang dominan 
ataupun penutur yang kurang dominan. 
Pengendalian kontribusi berkaitan dengan 
ideologi maupun kuasa dari penutur. 
Perwujudan pengendalian kontribusi 
partisipan dapat melalui tiga hal ,yaitu 
interupsi, permintaan kejelasan, dan 
formulasi. 
Peluang bagi BTP dan AB untuk 
menginterupsi sangat terbatas dikarenakan 
alur debat yang sudah tersusun dan adanya 
peran moderator sebagai pengatur jalannya 
debat. Interupsi dilakukan oleh AB kepada 
BTP pada dialog 176-177.  
Terjadinya interupsi dimulai dengan 
pertanyaan AB kepada BTP tentang langkah-
langkah yang akan dilakukan BTP dalam 
membangun persatuan di Jakarta. BTP 
menanggapi dengan menyatakan bahwa poin 
penting untuk membangun persatuan adalah 
dengan menjadi pemimpin yang adil. Hal ini 
ditanggapi AB dengan menyatakan bahwa 
pemimpin haruslah merangkul semua, 
menjadi jembatan untuk semua lapisan 
masyarakat, dan membereskan ketimpangan 
di Jakarta melalui program-program yang 
adil.  
 
176. Basuki: Saya kira Pak Anies mungkin 
kurang terinformasi di Jakarta, ya? 
Siapa bilang Jakarta nggak adil? Orang 
PBB orang miskin itu satu milyar tidak 
bayar. Yang BPHTB dua milyar tidak 
bayar, yang di atas itu kalau nggak bisa 
bayar boleh ditangguhkan. Yang naik 
bus ... 
177. Anies: Boleh saya tanya sudah 
adil di Jakarta? (interupsi) 
178. Basuki: Mohon maaf Pak saya lagi 
jelaskan Pak. Sabar Pak. (tertawa)  
179. Ira: Yak, dilanjutkan. 
180. Basuki: Sabar Pak. Jadi ini saya 
sampaikan, di mana tidak adil? 
Makanya dua tahun saya memimpin, di 
mana tidak adilnya? 
 
Interupsi yang dilakukan AB 
menyiratkan ketidaksetujuannya terhadap 
klaim-klaim yang disampaikan BTP. 
Interupsi yang dilakukan AB digunakan 
untuk melemahkan pihak lawan dan 
mempertegas kedudukan AB sebagai calon 
gubernur yang peka terhadap kondisi 
masyarakat Jakarta. 
Permintaan kejelasan berhubungan 
dengan reaksi penutur pada penutur lain 
dengan tujuan untuk menunjukkan kuasanya. 
Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti 
menemukan dua bentuk permintaan 
kejelasan. Kedua bentuk ini dituturkan oleh 
BTP dan AB. 
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Perwujudan permintaan kejelasan 
selama debat berlangsung terdapat pada 
kutipan-kutipan berikut ini. 
“Pertanyaan saya, kalau memang itu 
untuk mem.. ngurangin biaya logistik, 
kalau ditolak reklamasi, yang sudah 
telanjur dibangun itu mau diapakan? Mau 
dibongkar atau diapakan? Ini saya yang 
pengen tahu.” ( dituturkan BTP) 
 
“Mereka hanya bisa menonton dari jauh, 
di manakah keadilannya?” (dituturkan 
AB) 
 
Konteks kalimat yang dituturkan BTP 
adalah pertanyaan tentang nasib reklamasi 
jika AB terpilih. Hal ini dikarenakan AB 
secara gencar mengatakan akan 
menghentikan reklamasi jika dirinya terpilih 
menjadi gubernur. 
Tujuan BTP bertanya demikian untuk 
mengetahui rencana AB jika reklamasi 
dihentikan. Selain itu, pertanyaan ini untuk 
menjawab rasa penasaran BTP karena belum 
ada pemaparan lebih lanjut dari AB tentang 
bangunan yang telanjur dibangun di wilayah 
reklamasi tersebut. Pertanyaan ini bertujuan 
untuk melemahkan pihak AB karena jawaban 
AB akan menentukan pendapat masyarakat 
tentangnya. 
Konteks kalimat  yang dituturkan AB 
adalah tanggapan AB terhadap klaim BTP 
tentang reklamasi bermanfaat bagi rakyat. 
AB berargumen bahwa reklamasi dapat 
menyebabkan banjir, lapangan pekerjaan 
dapat dibuat dengan rehabilitasi pantai bukan 
reklamasi, dan kenyataan bahwa banyak 
bangunan mewah di pulau reklamasi yang 
diyakini tidak diperuntukkan bagi nelayan. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, AB 
menanyakan kembali apakah reklamasi 
benar-benar adil bagi rakyat. Pertanyaan ini 
digunakan AB untuk melemahkan pihak BTP 
dan mengarahkan masyarakat untuk berpikir 
kembali tentang manfaat reklamasi.  
Formulasi dapat berupa penyusunan 
ulang sebuah kalimat dengan kata-kata 
sendiri; atau penyusunan kata dari hal yang 
telah diucapkan sebelumnya atau 
menjelaskan maksud kata-kata yang telah 
diucapkan. Formulasi digunakan untuk tujuan 
memeriksa pemahaman atau mencapai 
kesepakatan isi  pembicaraan yang sedang 
berlangsung. 
Formulasi yang dituturkan oleh AB 
terdapat pada kutipan-kutipan berikut ini. 
“Jadi ketika kita berbicara tentang 
transportasi, tidak lebih dari 30% biaya 
hidup seringkali dialokasikan untuk 
transportasi di Jakarta ini karena 
mahal.”  
Kalimat ini menunjukkan persetujuan AB 
tentang masalah yang dihadapi masyarakat 
Jakarta. Mahalnya biaya transportasi 
menyebabkan masyarakat harus menyiapkan 
anggaran tersendiri untuk bepergian di 
Jakarta. Tujuan AB adalah mengarahkan 
masyarakat untuk menerima pendapatnya dan 
melemahkan pihak BTP.  
Formulasi dalam tuturan BTP terdapat 
pada kutipan-kutipan kalimat berikut ini. 
“Kadang-kadang saya suka heran juga, 
kami dianggap tidak bottom-up.”  
Kalimat ini digunakan BTP untuk 
mengendalikan pandangan masyarakat 
tentang dirinya. Baginya, segala usaha yang 
dilakukan bertujuan untuk kebaikan 
masyarakat Jakarta. Pernyataan ini sekaligus 
penolakan terhadap pernyataan AB yang 
menyatakan bahwa permasalahan transportasi 
di Jakarta diselesaikan dengan cara top-down 
bukan bottom-up.  
Arti top-down adalah pemerintah 
memutuskan solusi untuk permasalahan 
masyarakat sebelum mengecek kesesuaian 
solusi tersebut di lapangan, sedangkan 
bottom-up artinya pemerintah melihat 
permasalahan di masyarakat baru 
memutuskan solusi terbaik untuk masalah 
tersebut. 
Tahap interpretasi teks secara 
ekstralinguistik dapat secara situasional dan 
intertekstual. Interpretasi secara situasional 
dimulai dengan menjawab pertanyaan berupa 
apa yang terjadi, siapa yang terlibat, apa 
hubungan yang melatarbelakangi 
keterlibatan tersebut, dan apa peran bahasa.  
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab 
secara berturut-turut sebagai berikut. Hal 
yang terjadi adalah debat publik Pilkada DKI 
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Jakarta Putaran Kedua tahun 2017. Debat ini 
merupakan debat final Pilkada DKI Jakarta 
yang menyisakan dua calon gubernur, yaitu 
Basuki Tjahaja Purnama dan Anies 
Baswedan. Partisipan debat ini adalah Ira 
Koesno, Basuki Tjahaja Purnama, Anies 
Baswedan, Djarot Syaiful Hidayat, Sandiaga 
Salahudin Uno. Dalam debat ini, partisipan 
yang terlibat memiliki peran masing-masing. 
Ira Koesno berperan sebagai moderator 
debat, BTP sebagai pembicara sekaligus 
sebagai petahana dan calon Gubernur DKI 
Jakarta, AB sebagai pembicara dan calon 
Gubernur DKI Jakarta, para panelis dari 
berbagai latar belakang profesi dan keilmuan, 
serta perwakilan komunitas yang didaulat 
sebagai perwakilan masyarakat.  
Peran bahasa dalam debat ini adalah 
sebagai sarana para pembicara khususnya 
BTP dan AB untuk menyampaikan 
pemaparan secara mendetail visi dan misi 
mereka dan menjawab pertanyaan  yang 
diajukan oleh perwakilan komunitas, maupun 
pertanyaan dari sesama calon gubenur. 
Interpretasi secara intertekstual melihat 
histori interaksional yang memengaruhi 
munculnya wacana-wacana yang dituturkan 
kedua calon gubernur. Selain itu, 
intertekstual yang dimaksud dapat dilihat dari 
wacana-wacana yang dituturkan sebelum 
debat berlangsung. Wacana-wacana ini 
berkaitan dengan jawaban untuk pertanyaan 
yang diajukan selama debat berlangsung. 
Untuk mengeceknya, peneliti mencari 
wacana terkait pada situs berita seperti 
kompas.com, tempo.com., bbc.com, 
liputan6.com, dan tirto.id. 
Tahap eksplanasi menjelaskan efek-efek 
sosial wacana dan determinan sosial wacana 
melalui investigasi tiga level yaitu level 
sosial (masyarakat), level institusional, dan 
level situasional. Pada level situasional, 
wacana debat ini berlangsung alot dari awal 
hingga akhir. Namun, pertanyaan dan 
tanggapan masih sangat terbatas karena 
adanya moderator yang membagi porsi 
berbicara setiap calon gubernur. Dari awal 
hingga akhir, kedua calon gubernur konsisten 
terhadap ideologi (cara pandang) mereka 
dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan panelis melalui moderator 
ataupun pertanyaan dari komunitas.  
Jawaban para calon gubernur untuk 
pertanyaan dari para panelis maupun 
perwakilan komunitas tidak dapat digali lebih 
mendalam karena keterbatasan waktu yang 
disediakan. Kedua calon gubernur baru dapat 
mempertanyakan program-program yang 
dirancang ketika masuk pada sesi ketiga yaitu 
ketika kedua calon gubernur saling 
mengajukan pertanyaan. 
Hal yang digali lebih mendalam adalah 
mengenai program DP nol rupiah yang 
digagas oleh AB dan nasib reklamasi apabila 
dihentikan. Kedua pertanyaan ini diajukan 
BTP kepada AB untuk menantang lawannya 
memperjelas kedua program yang 
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.  
Penjelasan efek-efek pada level 
institusional sebagai berikut. Selama masa 
kampanye bahkan hingga debat Pilkada 
berlangsung, banyak insitusi yang terlibat 
dalam peristiwa ini. Insitusi tersebut antara 
lain KPU, partai politik pengusung, para 
pakar dari berbagai kajian ilmu media massa 
dan elektronik. KPU sebagai lembaga yang 
berwewenang dalam menyelenggarakan 
pilkada telah menyelenggarakan debat calon 
gubernur sebanyak empat kali. Fungsi debat 
ini agar para calon gubernur dapat 
menajamkan visi dan misi mereka dan 
sebagai wadah kampanye. Selain itu, melalui 
debat warga DKI Jakarta dapat menilai kedua 
calon gubernur dan dapat menentukan 
pilihannya.  
Partai politik pengusung selama masa 
kampanye dan debat tentu memberikan 
dukungan kepada calon gubernur yang 
diusungnya. Dukungan-dukungan tersebut 
dengan membentuk tim pemenangan dan 
secara giat mempromosikan keunggulan-
keunggulan calon gubernur yang diusungnya. 
Hal ini tentu tidak hanya untuk meraih 
kemenangan di Pilkada nanti, tetapi juga 
untuk kepentingan politik partai pengusung. 
Eksplanasi pada level sosial sebagai 
berikut. Proses perubahan sosial peneliti 
fokuskan pada perubahan sosial setelah debat 
berlangsung. Melalui penelusuran di media 
elektronik, peneliti mendapatkan berbagai 
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tanggapan terhadap debat Pilkada DKI 
Jakarta putaran final. Seperti pada berita di 
bbc.com (12 April 2017), Novriantoni Kahar, 
pengamat lulusan Universitas Al-Azhar 
Mesir, menegaskan bahwa kedua calon 
gubernur terlalu bermain hati-hati. Ia 
mengibaratkan partai final sepakbola, 
keduanya saling tak mau ambil inisiatif dan 
tak mau ambil risiko. Menurutnya, Anies-
Sandi tak lagi tampil “arogan” seperti saat 
debat tak resmi di program TV Mata Najwa.  
Para panelis yang diwakili oleh Meuthia 
Gani juga menganggap perwakilan 
komunitas yang hadir kurang partisipasinya. 
Hal ini tampak pada keputusan para 
perwakilan untuk membaca teks pertanyaan 
yang telah disusun. Selain itu, para panelis 
terbatas untuk mencecar jawaban para calon 
agar ide-ide dapat dieksplorasi lebih jauh. 
Hal ini dikarenakan waktu yang diberikan 
sangat terbatas sehingga debat terkesan datar. 
Ia menyatakan bahwa bayangan debat 
tentang mengenai pertarungan argument 
tidak didapat pada debat itu karena kedua 
calon gubernur saling menjaga sopan santun 
dan dari substansi jawaban kedua calon 
gubernur tidak menggali masalah secara 
mendalam. 
Masyarakat tidak luput berkomentar 
mengenai debat Pilkada DKI Jakarta. Cuitan 
dalam beberapa akun twitter yang dihimpun 
oleh BBC.com menggambarkan komentar 
masyarakat tentang debat ini. Ada 
masyarakat yang berkomentar bahwa 
Sandiaga Uno lebih cocok berpasangan 
dengan Djarot Syaiful Hidayat. Masyarakat 
juga berkomentar bahwa debat kali ini 
terkesan membosankan. Kritik terhadap 
kedua calon gubenur juga tampak pada cuitan 
twitter masyarakat dengan menyatakan 
bahwa program AB berisi harapan, 




SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan  
Simpulan penelitian ini sebagai berikut. 
(1) Deskripsi aspek-aspek bahasa yang 
mengandung unsur kuasa dan ideologi dalam 
tuturan kedua calon Gubernur DKI Jakarta 
tahun 2017 terdapat pada  kosakata, 
gramatika, dan struktur teks yang dituturkan 
kedua calon. (2) Interpretasi debat secara 
situasional mencakup hal yang terjadi, pihak 
yang terlibat, hubungan yang 
melatarbelakangi pelibat wacana. Peran 
bahasa dalam debat ini sebagai sarana para 
pembicara khususnya BTP dan AB untuk 
menyampaikan pemaparan secara mendetail 
visi dan misi mereka dan menjawab 
pertanyaan  yang diajukan oleh perwakilan 
komunitas, maupun pertanyaan dari sesama 
calon gubenur. (3) Tahap eksplanasi dalam 
debat Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua 
yaitu menjelaskan perubahan situasi, 
institusi, dan sosial selama debat berlangsung 
dan setelah debat. Perubahan situasi 
berkaitan dengan situasi unik ketika debat 
dilaksanakan; perubahan insitusi yaitu 
institusi apa saja yang terlibat selama masa 
kampanye dan debat pilkada dan 
kontribusinya pada debat; perubahan sosial 
berkenaan dengan efek dari debat yang 
peneliti himpun dari komentar pengamat atau 




Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 
mengkhususkan pada kajian linguistik 
lainnya. Misalnya, dikaji secara 
psikolinguistik yaitu mengkaji watak kedua 
calon gubernur berdasarkan bentuk bahasa 
yang digunakan. Selain itu, peneliti 
selanjutnya dapat mengkhususkan kajian 
pada aspek bahasa tertentu, misalnya 
metafora ataupun modalitasnya saja. Bagi 
pembaca, analisis wacana kritis dapat 
digunakan untuk memperluas wawasan 
pembaca. Pembaca dapat menggunakan 
kepekaan berbahasa untuk mengkaji wacana 
yang dituturkan oleh tokoh publik ataupun 
wacana berita. Dengan demikian, suatu 
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